
 
Penguatan Sistem Pengawasan dalam Tim Reformasi Birokrasi  

Pemerintah Kota Batam 

Kamis, 23 Juli 2020. 
 

Pembangunan ZI menuju WBK dan WBMM 



Good 

Government 

PEMERINTAHAN 
YANG BERSIH DAN 
AKUNTABEL 

PEMERINTAHAN 
YANG EFEKTIF 
DAN EFISIEN 

PELAYANAN 
PUBLIK YANG 
BERKUALITAS 

REFORMASI BIROKRASI 



1. Organisasi 

2. Tatalaksana 

3. Perundang - Undangan 

4. Pengembangan SDM    
     Aparatur     

5. Pengawasan 

6. Akuntabilitas 

7. Pelayanan Publik 

8. Mindset and Cultural Set 
     Aparatur  

 Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran 
(Setdako- kelembagaan, EvJab, Eva Tusi, SKM, Tindaklanjut Evaluasi 
Kelembagaan) 

 Sistem proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, 
efisien, terukur dan sesuai prinsip2 good govermence 
(Setdako – Probis,SOP,SPBE,ULP, Digital Arsip) 

 Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan 
kondusif (Setdako - SPHD,JDIH, Produk Hukum Humanis) 

 SDM Aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, 
capabel, propesional, berkinerja tinggi dan sejahtera 
(BKPSDM-Kompetensi Jab, E Kinerja, SIMPEG,  Merit System) 

 Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas kinerja 
Birokrasi (Bappelitbang – RPJMD, PK, Sinkronise IKU PB –PD) 

 Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan yang 
bebas KKN (Inspektorat – ZI,WBK/WBMM, SPIP, Gratifikasi, WBS) 

 Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan 
masyarakat (DPMPTSP – Maklumat Pelayanan,SOP Yanlik,  Pengelolaan 

Pengaduan Yanlik, TIK Yanlik) 

 Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi 
(Setdako- Road Map RB, Agen Perubahan, budaya kerja) 
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KOMITMEN 
PIMPINAN 

• WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA, SEKDA DAN 
PEJABAT ESSOLON II 

PEDOMAN 
PELAKSANAAN 

• ROAD MAP Reformasi 
Birokrasi 

• Rencana Aksi 

MOTOR 
PENGGERAK 

• Keterlibatan 
secara Aktif 
semua Tim 
Pelaksana 
RB 

KUNCI SUKSES PPRB PEMERINTAH DAERAH 



Pembentukan Tim RB Pemerintah Daerah  
(Permendagri No. 135 Tahun 2018) 

Penyusunan Road Map, Rencana Aksi RB   Pemerintah 
Daerah  (PermenPANRB 37 Tahun 2013) 

Pembentukan dan Penerapan Agen Perubahan 
(Perwako Batam No.54 Tahun 2018) 

Pengembangan nilai budaya kerja untuk  menegakkan 
integritas (PermenPANRB No. 39 Tahun 2012) 

Instrumen  Manajemen Perubahan 



Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Walikota Batam 
Nomor 35 tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 
Pemerintah Kota Batam Tahun 2019 – 2021 
 
Mengatur tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi yaitu langkah-
langkah rinci yang diambil untuk mencapai tujuan jangka panjang 
atau jangka pendek pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah 
Kota Batam tahun 2019-2021 

> 
 
 
 
> 



DASAR HUKUM PELAKSANAAN ZONA INTEGRITAS 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi 

Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Permen PAN RB Nomor 52 Tahun 

2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari 

Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi 

Pemerintah. 

 

Perwako 34 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan ZI menuju WBK dan 

WBMM 

 

RB 

SAKIP 

Pemko 
Batam 

Selamat 
Menghadirkan 

Reformasi Birokrasi  


